
BUPATIBARRU 
PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN BUPATI BARRU 

NOMOR41TAHUN 2016 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU 

NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BARRU, 

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 

1 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan dalam rangka 

melindungi individu, masyarakat dan lingkungan terhadap 

paparan asap rokok, perlu mcnetapkan Peraturan Bupati Barru 

tcntang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Barru Nomor I Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok; 

Menglngat I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

' 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1822); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten tang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4250); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3821); 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3886); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4235)sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4846); 

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5063); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

., 



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Norn or 5494); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 ten tang 
Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa 
Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380); 

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 
2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 279); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru 
Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Barru Nomor 6); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 1 TABUN 
2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK. 
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merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, 
dan/ atau mempromosikan Produk Tembakau. 

20. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang 
berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum. 

21. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat 
yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan 
kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif 
yang dilalrukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ atau 
masyarakat, seperti rumah sakit, Puskesmas, tempat praktik 
dokter, rumah bersalin, dan tempat praktik bidan. 

22. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang 
dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan, 
dan/ atau pelatihan, termasuk perpustakaan, ruang 
praktik/laboratorium, dan museum. 

23. Tempat Anak Bennain adalah area tertutup maupun terbuka 
yang digunakan untuk kegiatan anak-anak, seperti tempat 
penitipan anak, tempat pengasuhan anak, dan arena bermain 
anak-anak. 

24. Tempat lbadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang 
memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk 
beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara 
permanen, seperti masjid, mushalla dan gereja. 

25. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang 
dapat berupa kendaraan darat, air dan udara yang 
penggunaannya dengan kompensasi. 

26. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau 
terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau 
yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha 
dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya, 
seperti pabrik, perkantoran, ruang rapat, dan ruang 
sidang/ seminar. 

27. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses 
oleh masyarakat umum dan/ atau tempat yang dapat 
dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang 
dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat, seperti hotel, 
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(2) Lingkup pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

meliputi penerapan larangan di Kawasan Tanpa Rokok dalam 
hal: 
a. merokok; 

b. memproduksi; 
c. mempromosikan; 
d. mengiklankan; 
e. menjual; dan/ atau 
f. membeli rokok. 

Pa8818 
(1) Bupati sesuai kriteria urusan Pemerintah Dae rah 

menyelenggarakan serta mendorong pen era pan dan 

pengendalian fungsi KTR, dan larangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 ayat (2). 

(2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat : 
a. Teknis operasional;dan 

b. Administratif. 
(3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

dikoordinasikan bersama SKPD yang membidangi kesehatan dan 
SKPD yang membidangi ketentraman dan ketertiban dengan 
melibatkan masing-masing : 
a. skpd yang membidangi pengawasan; 
b. skpd yang membidangi kepegawaian daerah; dan 
c. bagian hukum. 

Pasal 9 
(1) Bupati dalam menyelenggarakan serta mendorong penerapan 

dan pengendalian fungsi KTR sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 dan Pasal 8, dilakukan berdasarkan kriteria urusan 
pemerintahan daerah yang meliputi antara lain: 
a. fasilitas pelayanan kesehatan daerah, seperti: 

1. Rumah Sakit; 
2. Klinik/Rumah Bersalin; 

3. Puskesmas/Pos Pelayanan Kesehatan/Balai Pengobatan; 
4. Tempat Praktek Kesehatan Swasta; dan 
5. Apotek/Toko Obat dan laboratorium. 
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(1), Bupati melimpahkan wewenang kepada SKPD/Unit Kerja 

terkait. 
(3) SKPD /Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

tercliri atas : 
a. skpd yang membidangi ketentraman dan ketertiban; 
b. skpd yang membidangi pengawasan; 
c. skpd yang membidangi kesehatan; 

d. bagian hukum; dan 
e. pihak terkait lain yang dipandang perlu. 

(4) Lingkup wewenang SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), diemban secara terpadu yang dikoordinasikan 

oleh SKPD yang membidangi ketentraman dan ketertiban. 

Pasal 12 
Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan untuk terwujudnya 
KTR dan pengendalian iklan produk tembakau oleh Bupati selaku 
Kepala Daerah melalui SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 ayat (3), dengan sasaran penegakan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9. 

Pa&al 13 
Sasaran penegakan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, 
dengan maksud untuk terwujudnya KTR dan pengendalian iklan 
produk tembakau yang berkenaan kewenangan Pemerintah Daerah, 
maka pembinaan dan pengawasan oleh Bupati dilakukan dalam 
kedudukan dan kewenangan sebagai wakil Pemerintah Daerah. 

Pasal 14 

( 1) SKPD yang membidangi ketentraman dan ketertiban dalam hal 
menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan KTR, berkoordinasi dengan SKPD/Unit Kerja 
terkait. 

(2) SKPD yang membidangi ketentraman dan ketertiban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya 
dalam melaksanakan pembinaan dan 
terwujudnya KTR, dapat melakukan 
pelaksanaan KTR. 

pengawasan untuk 
operasi penegakan 
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b. terperiksa menandatangani pemyataan bersedia dan sanggup 

mentaati dan mem.atuhi serta melaksanakan ketentuan 

dalam waktu . 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal 
ditandatangani surat peringatan/pernyataan; 

c. apabila surat peringatan/ pemyataan tersebut tidak 
dilaksanakan sampai dengan jangka waktu yang telah 

ditentukan maka akan dilakukan: 

1. Surat teguran kesatu, dengan tenggang waktu 7 (tujuh) 
hari; 

2. Surat teguran kedua, dengan tenggang waktu 3 (tiga) 
hari;dan 

3. Surat teguran ketiga, dengan tenggang waktu 3 (tiga) 
hari. 

d. apabila tidak mematuhi atau mengingkari surat teguran 

sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka Tim Koordinasi 
menyampaikan kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil 

Pemerintah Daerah untuk di proses dan dilakukan tindakan 

hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kesepuluh 
Bentuk clan Tata Cara Sanksi Administrattf Berkenaan Dengan Kewenangan 

Pemerintah Daerah 

Pasal 20 

( 1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab KTR bertanggungjawab 

atas efektifnya fungsi KTR ynag menjadi wewenangnya untuk 

melakukan pengawasan. 

(2) Apabila pimpinan atau penanggungjawab KTR lalai/tidak 
melaksanakan tugas dan tanggungjawab maka dijatuhi sanksi. 

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa: 

a. peringatan; 
b. teguran tertulis; dan/ atau 
c. hukuman disiplin ringan dari pejabat yang berwenang sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal24 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Barru. 

Ditetapkan di Barru 

f Pada tanggal ,, oese"'\,e,- ""'(, 
Pit. BUPATI BARRU, L 

\VA BUl'ATI BARRU,r 

- 
DI SALEH 

Diundangkan di Barru 
Pada tanggal ,, p,,=!,e.r .,,,, , 

SEKRETAIUS DAERAH KAIIUPATEN IlARRU 

NASRUDDIN ABDUL MUTALLIB 

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2016 NOMOR �2 


